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PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR :23 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TEBING TINGGI

TAHUN ANGGARAN 2008
WALIKOTA TEBING TINGGI

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Dacrah Nomor 2 Fahun 2009 entang. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2008, perlu ditctapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagar rincian lebih lanjut dart pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dacrah tahun anggearan 2008.

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah Otonom Kota-kota Keceil dalam Lingkungan Dacrah Propinsi Sumater:
Utara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (I.embaran Negara Republik Indonesia “Tahun 1985 Nomor 68.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) scbagaimana tefah diubah dengan Undang-undang -Nomor 12 Tahun 1994

(L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569):

e



3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (L.embaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); o

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

(l.embaran

5

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)):

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

I'1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844):
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[5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah (1embaran Negara Republik Indones

18, Peraturan Pemerintah Nomor 23

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (L.embaran Neoara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ):

I 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat 11 Tebing Tinggi (Lembaran N e
21 (1 ar cpara

Republik Indonesia ‘Tahun 1979 Nomor 12):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyclenggaraan Pemerintahan Dacral (I embaran
ah acr: arar

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090));

ia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan

[.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138):

0. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139):

[7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rak vt
c ! =& . < VAR C

£ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan .embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416
th diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 lahun
geota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Iembaran Newarg Republil

Dacrah (L.embaran Negar:
sehagaimana (el
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan an
[ndonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540):

72 . §) S S R N N e =Ny P
Fahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umuam (Lembaran Negara Republik Indoncsii

[ahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomar 136

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 N\ ymor 137
= . < SN0 I/,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):

‘o



21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2
Nomor 138, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); @ Sahiun 2005

22 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang IHibah (Lembaran Neear: Republik Indonesia T
: : are eare sia Tahun 2005 N - 139, Tambah:
[.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577):; omor 139. Tambahan

23. Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang Pegelolaan Keuangan Dacrah (I.embaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2005 N
o 1 s : - ole < . 2
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): emor

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyvusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran N
. - . - ¢ = 2 < M Al MYATe
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Cedla

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Fahun 2000 (entang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (L.embaran Negara Republik Ind j
. - . : o : ‘ . ar Onesi
Fahun 2006 Nomor 25, Fambahan [ embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014): ‘ =

26. Peraturan Mentert dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengolaan Keuanean Derah:

27. Peraturan Mentert dalam Negert Nomor 39 Tahun 2007 tentang, Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 ten
REE K <000 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah:

28. Peraturan Dacrah Kota Tebing Finger Nomor T Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah:

29. Peraturan Dacrah Kota Tebing Tingei Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Anoearan Pendapatan dan Belanja Dacrah:
=l 4 dll]

30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakil:
Rakyat Dacrah Kota Tebing Tinggi Periode 2004-20009: S enaRan



31. ._A_c_:::mc: Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kota Tebing Tin roi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan AP
I'ahun Anggaran 2008 SRS ¢ aksanaan APBD

32. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penjabaran Aneoaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
< - o8 < dan < acran:

33. Peraturan Walikota T'ebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Angearan Pendapatan dan Bel mnja D |
: ¢ apatan dz lanja Dacrah:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WAILAKOTA TEBING TINGGI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGIAWABAN PI ;
. SN »(y L D) y —v—.\ o = b (8 / /
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008 SN EANANG GARAN

Pasal 1
Laporan rcalisast anggaran Tahun Anggaran 2008 terdirt atas : .
I. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Dacrah Rp 18.463.969.553 1)
b. Dana Perimbangan Rp 275.502.093.309,00
c¢. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 22.403.616.012.5]
Jumlah Pendapatan Rp 316.429.679.474.61
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2. Belanja

a. Belanja Tidak langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial

0) Belanja Bagi hasil

7) Belanja Bantuan
KNcuangan

9) Belanja idak Terduga

b, Belanja Fangsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Delisit

Rp.140.297.884.127,00
Rp. 0,00
Rp.  1.459.152.900,00

Rp.  134.160.000,00
Rp.  5.248.957.500.00
Rp. 0,00
Rp. 0.00
Rp. 0,00

Rp. 147.140.154.527.00

Rp. 14.803.089.030.00

Rp. 59.095.164.963.00

Rp.108.783.228.173,00
Rp. 182.081.481.166.00
Rp. 329.821.636.693.00

Rp.(_13.391.957.218.39)

6
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3. Pembiayaan :

Rp 71.002.681.473.64
600.000.000,00
Rp 70.402.681.473,64

a. Penerimaan

b. Pengeluaran Rp

Jumlah Pembiayaan neto

et

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 57.010.724.255,25

Pasal 2
Ringkasan Faporan realisasi angearan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | Peraturan Walikota Tebine Finewi ini
Pasal 3

O N

Ringkasan [aporan realisast anggaran sebagaimana dimaksud dengan Pasal | dirinei lanjut ke dalam penjabaran Taporan realisasi aneoara

al 4

Penjabaran Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 11 Peraturan Walikota Tebing Tineoi ini

Pasal 5

[ampiran scbagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Tebine Tineoi ini



NI B (2

>asal 6

Peraturan Walikota Tebing Tinegi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan pencmpatannya dalam Berita Dacr:

indanekan di Tebmg Tingy
il & September 2009

pada tmn

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

td

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGE TAHUN 2009 NOMOR 23

can aslinya
inistrasi Hukum dan Organisasi

8

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 8 September 2009

WALIKOTA TEBING TINGGH
(td

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

ah.



